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Kata Kunci : Polisi wanita, Pelcehan Seksual, Anak, Qanun Jinayat

Kasus terkait anak dan perempuan kebanyakan menjadi terhambat dikarena
trauma dan ketakutan yang mereka alami, sehingga dalam proses penyelidikan
menjadi berlarut-larut. Kasus yang melibatkan anak membutuhkan pelayanan
khusus dan dukungan sosial dari para aparat hukum, khususnya petugas
kepolisian dalam menanganinya agar tidak menimbulkan trauma bagi si anak.
Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran polisi wanita
dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres
Aceh Jaya, dan Bagaimana peran polisi wanita dalam menangani kasus
pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat, yang akan dijawab menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh data
yang akurat, penulis melakukan wawancara sebagai proses dari mengumpulkan
data. Berdasarkan hasil penelitian, polisi wanita yang berada di Unit PPA Polres
Aceh Jaya dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak memiliki
peran penting pada proses penyidikan, di mana polisi wanita bertugas
memberikan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual, selain itu polisi
wanita juga bertanggungjawab menangani anak korban dalam memberikan
keterangan pada saat proses penyidikan berlangsung. Peran polisi wanita dalam
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 memang tidak dijelaskan secara spesifik
akan tetapi dalam ganun tesebut telah menjelaskan bahwa penyidik adalah
aparan polri atau PPNS yang berada di wilayah Aceh. Dari paparan di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak,
polisi wanita memiliki peran yang sangat penting dimana pendekatan yang
dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses peyidikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara
umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai

berikut

A. Konsonan
Arab Transliterasi Arab Transliterasi
\ Tidak disimbolkan L T (titik di bawah)
= B = 7 (titik di bawah)
< o\ ¢ ¢
& TH ¢ Gh
z J = F
z H ( titik di bawah) & Q
¢ Kh 4 K
3 D J L
3 Dh X M
D R 8] N
B) z 5 w
o S s H
o Sy 3 ’
U S (titik di bawah) s Y
o= D (titik di bawah)




Catatan :

1. Vokal Tunggal

--------- (fathah) =amisalnya, < ditulis hadatha
--------- (kasrah) =i misalnya, J& ditulis gila
_________ (dammah) =u misalnya, s ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap
(¢) (Fathah danya) =ay, misalnya, 3_»_# ditulis Hurayrah
(s) (fathah dan waw) = aw, misalnya, 2= 5 ditulis tawhid

3. Vokal Panjang (maddah)

(") (fathah dan alif) =2, (a dengan garis di atas)
(@) (kasrah dan ya) =1, (i dengan garis di atas)
(s) (dammah dan waw) =1, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (O, Gd55, Jséae) ditulis burhan, tawfiq, ma’qiil

4. Ta'Marbutah (3)
Ta’Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah (t), misalnya ('s¥) 4auldll) = al-falsafat al-ula.
Sementara fa’'marbiutah mati  atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h), misalnya: (el caéles, Y1 Jala) Y zalic)
ditulis Tahafut al-Falasifah, Dalil al- ‘inayah, Manahij al-Adillah

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ("),
dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama
dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (4<3>wl) ditulis
islamiyyah
6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf J
transliterasinya adalah al, misalnya: —e3sW | sl ditulis al-kasyf, al-nafs.

7. Hamzah (¢)
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan
dengan (*), misalnya: 433 ditulis mala’ikah, s> ditulis juz’i. Adapun
hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam
bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: ¢!_3a) ditulis ikhtira’



Modifikasi

1.

B.

swt. = subhanahu wa ta’ala
saw.= salla Allahu ‘alaihi wa sallam

QS.

ra.

HR.

as.
H

t.p

Nama orang berkebangsaan

Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

= Quran Surat
radiya Allahu ‘anhu
= Hadis Riwayat
‘alaihi al-salam
= Hijriah

= Tanpa penerbit

An. =Al
Dkk. =dan kawan-kawan
Cet. = Cetakan

Vol.= Volume
Terj.= Terjemahan
M. = Masehi

t.tp = Tanpa tempat terbit
t.t =Tanpa tahun terbit
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa. Mereka
merupakan pemegang tongkat estafet kemajuan untuk masa yang akan datang.
Keberhasilan suatu bangsa di masa yang akan datang tergantung kepada kualitas
anak di masa sekarang. Anak merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan
dan harus dijaga, karena dalam diri seorang anak memiliki hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi.* Masa tumbuh kembang anak merupakan
hal yang paling berharga dan penting untuk dijaga, karena pada masa ini anak
akan mempelajari banyak hal yang akan berpengaruh terhadap
perkembangannya hingga dewasa.

Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mencatat kasus kekerasan terhadap anak mencapai 202 kasus sejak Januari
hingga Juni.” Dari kasus tersebut kekerasan seksual terhadap anak merupakan
kasus yang paling tinggi. Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap anak
merupakan suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Sehingga dianggap
sebagai indikator buruknya penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban
dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah
negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Berdasarkan Pasal 21
ayat (3) bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan

'Anggara Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak,
(Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014) him. 5

*https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1074898/januari-hingga-juni-kasus-kekerasan-
anak-aceh-mencapai-202, Diakses pada 10 September 2021, Pukul 10.45
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perlindungan anak di daerah.® Dengan begitu seharusnya perlindungan terhadap
anak akan semakin mudah dilakukan karena adanya pemberian hak nasional ke
daerah.

Pada dasarnya Negara telah mengatur mengenai penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, juga mengenai
Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam memberikan jaminan, pemberdayaan dan
perlindungan sosial.* Ada beberapa lembaga sosial yang memberikan
perlindungan terhadap anak seperti Komnas PA (Perlindungan Anak), Lembaga
Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) dan lembaga lainnya.

Lembaga-lembaga sosial yang memberikan jaminan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum memberikan kecerahan baru dalam menyikapi
tingginya kasus yang melibatkan anak. Misalnya P2TP2A yang memberikan
perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan
tindak kekerasan, lembaga ini juga memberikan rujukan bantuan hukum,
menerima pengaduan, dan rujukan rehabilitasi sosial yang sangat diperlukan
oleh seorang anak korban dari kekerasan.

Kepolisian sebagai garda awal dalam menangani setiap kasus yang
berhubungan dengan kejahatan dan kemasyarakatan haruslah memberikan
optimalisasi dalam memutus permasalahan sesuai dengan Pasal 13 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam KUHAP telah dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik

yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 297

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, Lembaran negara tahun 2009 Nomor 12



terjadinya tindak pidana’, selain itu dalam KUHAP juga dijelaskan bahwa
penyidik bertugas untuk mencari keterangan dan barang bukti. Proses
penyidikan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah kasus kejahatan.

Kebanyakan kasus terkait anak dan perempuan menjadi terhambat
diakibatkan karena ketakutan yang dialami oleh mereka sehingga dalam proses
penyelidikan menjadi berlarut-larut. Kasus yang melibatkan anak membutuhkan
pelayanan khusus dan dukungan sosial dari para aparat kepolisian dalam
menanganinya agar tidak menimbulkan trauma bagi si anak. Di sini peran polisi
waninta menjadi penting dalam memberikan rasa percaya dan rasa nyaman
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena wanita yang memiliki
sifat yang lebih lembut dibandingkan laki-laki dapat mempengaruhi psikologis
dan mental dari si anak.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai
penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban
dari tindak kejahatan.® Dalam Unit PPA peran utama dipegang oleh polisi
wanita di mana dalam menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan
dan anak dibutuhkan rasa sensitif dan responsive yang berbasis gender.
Menangani kasus kekerasan pada anak dibutuhkan keahlian secara khusus,
sehingga anak menjadi terbuka dan memberikan informasi. Polisi wanita dalam
penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap anak.

Namun siaran Pers Nomor: B-193/Set/Rokum/MP-01/08/2020 yang
dilakukan oleh kementrian PPPA RI menyebutkan bahwa hanya sekitar 15
persen polwan yang bekerja aktif di unit PPA, dapat dipahami bahwa hal

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana, Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76

®Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (Unit PPA)



tersebut masih jauh dari kebutuhan polwan dalam meberikan perlindungan dan
pelayanan bagi perempuan dan anak.’

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit yang dapat
memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terkhusus anak.
Namun pada tahun 2020 terjadinya peningkatan kasus anak yang berhadapan
dengan hukum di Aceh Jaya.? Pada tahun 2020 angka kasus pelecehan seksual
terhadap anak mencapai tiga kasus dan pada tahun 2022 peningkatan juga terjadi
yaitu sejak januari hingga maret mencapai empat kasus,” padahal pada tahun
sebelumnya jumlah kasus tersebut merupakan jumlah rata-rata kasus dalam satu
tahun. Dengan begitu Unit PPA merupakan wadah bagi anak untuk
mendapatkan perlindungan, dan juga memberikan kemudahan bagi penyidik
polri untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengungkap kasus yang terjadi.

Perasaan aman dan dilindungi merupakan hal yang sangat penting yang
harus diberikan oleh penyidik khususnya polisi wanita yang sedang berhadapan
dengan korban kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban dari kekerasan
seksual haruslah diberikan jaminan hukum bagi dirinya baik secara materi
ataupun pemulihan trauma. Apabila ditelaah lebih jauh undang-undang telah
menjadi dasar dari perlindungan terhadap anak korban kekerasan, namun
penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan ada pada fasilitas
yang belum mendukung dalam upaya perlindungan korban terkhusus anak.

Unit PPA seharusnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal,
namun pada kenyataannya kasus pelecehan seksual terhadap anak masih
memiliki banyak kendala dalam menangani kasusnya. Sehingga peran polwan
dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi sorotan

penting dalam proses penyelidikan.

"https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2825/dukung-peningkatan-
layanan-unit-ppa-polri-menteri-bintang-ingatkan-pelayanan-berperspektif-korban, Diakses
pada 1 sepetember 2021, pukul 15.09

®https://aceh.antaranews.com/berita/187168/kasus-pencabulan-anak-dibawah-umur-
di-aceh-jaya-meningkat-pada-tahun-2020, Diakses pada 15 September 2021, Pukul. 10.52

° Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Aceh Jaya
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https://aceh.antaranews.com/berita/187168/kasus-pencabulan-anak-dibawah-umur-di-aceh-jaya-meningkat-pada-tahun-2020

Wilayah Aceh yang mendapakan keistimewaan untuk menjalakan aturan
berupa ganun jinayat, di mana didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang
dibuat berlandaskan syariat Islam.’® Sehingga perbuatan yang dilarang dalam
syariat Islam merupakan suatu hal yang sangat buruk seperti halnya kasus

pelecehan seksual seperti dalam surah Al-Isra:
(7Y elomd) Sl 2Ly Aald (& A U5 ) 508 Y

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Dalam ayat tersebut Allah melarang perbuatan yang mendekati zina, di
mana perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dianggap tabu dan
seburuk-buruknya perbuatan. Tidak hanya itu Allah juga mengisyaratkan agar

orang beriman agar menjaga padangannya seperti dalam Surah An-Nur:

A0 &% A gy iy e el e 1tk Guseall

(Yeoosl) Gomilan e A
Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: *"Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka perbuat”. (QS An-Nur ayat 30)

Maksud dari ayat tersebuat yaitu menjaga pandangan, menahan hawa
nafsu dan juga menutup aurat agar terhindar dari terjadinya tindakan pelecehan
seksual. Dengan begitu Allah telah memberikan peringatan terkait pelecehan
seksual dalam Al-Quran, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan
yang dilarang dalam syariat Islam. Allah juga telah menjelaskan dalam Surah
Al-Azhab ayat 59:

1 Hasanuddin Yusuf Adan, Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh, (‘Adnin
Foundation Publisher, Banda Aceh, 2016) him. 79
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Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak
perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih
mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang."” (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 59)
Qanun Jinayat Aceh juga memuat aturan mengenai pelecehan seksual.
Dalam Qanun acara Jinayat Aceh polisi wanita tidak disebutkan secara jelas.
padahal dalam proses peyidikan terkhusus pelecehan seksual terhadap anak,
polisi wanita memiliki peran yang sangat penting di mana pendekatan yang
dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses peyidikan. Menilik
dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merasa penting
untuk mengkaji lebih dalam mengenai Peran Polisi Wanita dalam Menangani
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak ditinjau Menurut Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Penelitian Unit
PPA Polres Aceh Jaya)

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah meningkatnya kasus
terkait anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh Jaya baik korban, pelaku
ataupun saksi mempengaruhi psikis dan mental sang anak, sehingga dalam
melakukan penyelidikan seringkali mereka menjadi tidak kooperatif. Sehingga
perlunya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan juga peran polisi
wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seorang

anak.



Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diajukan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan
seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya?
2. Bagaimanakah peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan
seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat?
C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan penelitian yakni
untuk mengetahui peran Polisi Wanita dalam Memberikan Perlindungan bagi
Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Secara konkrit penulis ingin menjawab
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan
seksual terhadap anak pada Unit PPA Polres Aceh Jaya

2. Untuk mengetahui perspektif Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat terkait peranan polisi wanita dalam menangani

kasus pelecehan seksual terhadap anak

D. Kajian Terdahulu

Terkait dengan kajian terdahulu penulis menemukan beberapa kajian
ilmiah dan literatur yang relevan dengan tema yang diangkat, sehingga dapat
dijadikan rujukan ataupun perbandingan yang akan berguna bagi penulis dalam
mengkaji tema tersebut.

Mengangkat tema polisi wanita ditemukan beberapa kajian, diantaranya
jurnal yang ditulis oleh Adrianus Meliala pada tahun 2020 dengan judul Peran
Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender. Dalam kajiannya ia membahas
mengenai kaidah-kaidah yang digunakan oleh kepolisian dalam mempraktekkan

hubungan dalam masyarakat, serta teori peran dan konsep gender dalam polmas.



Selain itu, dalam tulisannya ia juga membahas terkait peran polisi wanita dalam
menjalankan fungsi polmas.**

Berbeda dengan Adrianus, jurnal yang diterbitkan oleh Menara limu
karya Revi Handayani dengan judul Polisi Wanita (Polwan) Di Sumatera Barat
(1948-2013) Suatu Histori Komparatif membahas mengenai sejarah awal
mulanya pembentukan polisi wanita (POLWAN) dan permasalahan gender
yang terjadi terhadap perempuan. Dalam tulisannya ia juga menjelaskan bahwa
adanya polwan bertujuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan
dan memberikan kenyamanan kepada mereka. *2

Dengan tema pelecehan seksual, skripsi karya Atika yang berjudul
Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis terhadap Pasal 1
ayat (27) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).** Dalam
penelitiannya ia membahas mengenai pemberian definisi terhadap pelecehan
seksual yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh yang dapat menimbulkan multi
tafsir, dalam skripsinya ia menjelaskan tentang perbedaan defenisi pelecehan
seksual dengan Ikhtilat.

Selain itu, ditemukan juga beberapa tulisan terkait dengan kekerasan
seksual terhadap anak, diantaranya skripsi karya Anyzah Oktaviyani yang
berjudul tentang Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap
Anak. Pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis putusan
pengadilan No. 12/JN/2016/MS. Aceh terkait dengan hukum pidana materiil dan

“Adrianus Meliala, Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender, (Jurnal
ILMU KEPOLISIAN, Vol . 14 No. 3, 2020) him. 3

?Revi Handayani, Polisi Wanita (POLWAN) Di Sumatera Barat (1948-2013) Suatu
studi Historis Komperatif, (Jurnal: MENARA limu, Vol. XIll, No. 6, 2019) him. 1

13 Atika, Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat (Analisis terhadap Pasal
1 angka 27 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) (Skripsi tidak dipublikasi)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020



juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
pelecehan seksual yang ada di Aceh.'*

Dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan Anyzah, Jurnal karya
Kairida dan kawan-kawan juga membahas mengenai tindak pidana pelecehan
seksual terhadap anak. Dalam penelitian tersebut mereka menggunakan metode
library research, di mana mereka mengkritisi dan mengkaji aturan hukum yang
tertulis dengan sistem peradilan yang berlaku. Tulisan dengan judul Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam
Sistem Peradilan Jinayah ini juga mengemukakan bahwa, dalam praktiknya
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan
perbedaan konsepsi keadilan.'®

Terkait dengan tema perlindungan anak ditemukan beberapa tulisan yang
dianggap relevan dengan tema tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Dony Pribadi dan dituangkan dalam bentuk jurnal hukum yang berjudul
Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang
diterbitkan tahun 2018. Dalam tulisannya Dony Pribadi membahas mengenai
anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban atau
saksi yang tentu saja memerlukan perlindungan terhadap dirinya.*®

Berbeda dengan Dony Pribadi, Mahmudin Kobandaha yang menuliskan
penelitiannya dalam bentuk jurnal dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum
Indonesia diterbitkan oleh Jurnal Hukum Unsar tahun 2017.}" Mengangkat

1 Anyzah Oktaviyani, Saksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak
(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No. 12/JN/2016/MS.Aceh), (Skripsi tidak
dipublikasi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019

BKhairida, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan jinayah, (Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1,
2017) him. 57

®Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,
(Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3 No. 1, 2018) him. 2

YMahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jurnal Hukum Unsar, Vol. 23 No. 28,
2017) him. 1
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kajian berupa tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak yang berhadapan
dengan hukum.

Sejauh kajian kepustakaan yang dilakukan telah ditemukan beberapa
tulisan yang memiliki tema yang serupa akan tetapi belum ditemukannya secara
khusus tulisan mengenai peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan
seksual terhadap anak yang tinjauan Qanun Jianayat Aceh. Oleh karena itu,

diperlukannya penelitian yang original dan penting untuk dikaji lebih lanjut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan penelitian
ini, penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini,
sebagai berikut:
1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat.'® Selain itu menurut sejarah peran berarti karakter yang
disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.™
Menurut konotasi dalam ilmu sosial peran diartikan sebagai fungsi yang
dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur

sosial.?°

Dalam penelitian ini peran yang penulis maksud ialah peran menurut
ilmu sosial di mana fungsi dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam

masyarakat.

'8 Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima, (kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

Edi Suhardono, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1994), him. 3

0 Edi Suhardono, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi, ...,him. 3
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2. Pelecehan Seksual
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan seksual memiliki arti

1.2* Menurut

pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksua
R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala sesuatu yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan Kkeji yang berkaitan
dengan nafsu, bisa berupa meraba, mencium atau menyentuh daerah yang
terlarang ditubuh.??> Menurut Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan
asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum
atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki ataupun perempuan tanpa
kerelan korban.?® Pelecehan seksual terhadap anak yang penulis maksud adalah
suatu tindakan berupa perlakuan prakontra seksual yang terjadi antara anak dan
orang yang lebih dewasa baik berupa kata, sentuhan, gambar, ataupun perlakuan

kontra seksual secara langsung.

3. Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus
dijaga, karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.?* Kemudian dalam Pasal 20
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai batas usia anak yaitu antara 12-18

2 Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima,...,2016

Z|smantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual
Terhadap Anak, Medpres Digital, Yogyakarta, 2015, him. 1

23 pProvinsi Aceh, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7

*Anggara Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak,
(Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014) him. 5
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tahun.”®> Sedangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
perubahan atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan anak
merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di

dalam kandungan.?®

4. Qanun Jinayat Aceh

Qanun Jinayat merupakan hukum pidana yang berbasis nilai-nilai syariat
Islam yang berlaku bagi masyarakat Aceh. Qanun Jinayat Aceh merupakan
nama lain untuk peraturan daerah di setiap provinsi yang ada di seluruh
Indonesia®’. Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang
dilarang oleh Islam, pelaku dari jarimah akan dikenakan uqubat atau sanksi yang
hanya dapat dijatuhkan oleh hakim?®. Dengan begitu Qanun Jinayat Aceh
merupakan bentuk lain dari hukum pidana dengan berbasis kepada syariat yang

berlaku untuk provinsi Aceh.

5. Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial
dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.”® Studi kasus
menurut kamus Oxford Advanced diartikan sebagai contoh kejadian sesuatu,
kondisi actual dari suatu keadaan atau situasi, dan lingkungan atau kondisi
tertentu tentang orang atau sesuatu.’® Selain itu, prof. Mudjia Rahardjo
mengemukakan bahwa studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa atau

»Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara
tahun 2012 Nomor 153

%Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 297

%" Hasanuddin Yusuf Adan, Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh, ..., hlm. 79

%Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, (Jurnal
Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 2, 2017) him. 138

Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima,...,2016

% Mudjia Rahardjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya,
(Tesis tidak dipublikasi) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, him. 3
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program maupun aktivitas baik pada individu, kelompok, lembaga ataupun
organisasi untuk memperoleh suatu pengetahuan yang mendalam mengenai
peristiwa tersebut.*! Dalam penelitian ini studi kasus yang penulis maksud ialah
suatu pendekatan untuk meneliti suatu program secara mendalam pada

sekelompok orang yang berada dalam sebuah lembaga.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode penelitian
kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen®? guna memperoleh
sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data dan fakta yang benar, dapat
dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*® Penggunaan
metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian ini,
yaitu ingin mengetahui peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan

seksual terhadap anak menurut Qanun Acara Jinayat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat utama dilakukannya penelitian guna
memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini,
lokasi utama penelitian ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres Aceh Jaya. Alasan peneliti melakukan memilih lokasi ini karena menurut
berita yang dikutip pada situs REPUBLIKA.co.id terjadinya peningkatan kasus
pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Aceh Jaya* dan juga pada

penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak ditangani oleh Unit PPA,

“Ibid

%2 exy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2008), him. 9.

®Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta, 2009), him. 20-21.

*https://republika.co.id/berita/q6211g320/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-aceh-
1044-kasus-pada-2019. Diakses 29 Mei 2020, pukul 20.06
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dengan demikian polisi wanita yang berada di Unit PPA merupakan pusat dari

kajian ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, memerlukan sumber untuk
diklasifikasikan ke dalam pembahasan ini nanti. Adapun yang menjadi sumber
data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara terhadap responden di
Unit PPA Polres Aceh Jaya.

Berikutnya sumber data sekunder pula adalah data yang dikutip dari
sumber lain berkaitan dengan topik yang ingin dibahas dan untuk mendukung
data-data primer.*® Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dari segi
teoritis yang penulis dapat dari buku, jurnal, makalah dan juga karya-karya

IiImiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan agar dapat memahami secara
lebih jelas tetang peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual
terhadap anak maka digunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data.
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi
mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan
sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.*® Pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula oleh
satu orang atau lebih responden dan kemudian peneliti merekam jawaban para

responden. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang

%Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D,..., him. 141

*Burhan Bungin, (ed), Metode Penelitian Kualitatif: Akualisasi Metodologis ke Arah
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), him. 143.
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pada lima orang responden. Selanjutnya penulis mentranskip atau menjabarkan
hasil wawancara kedalam sebuah analisa.

Teknik lain yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan
Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat,
agenda, dan sebagainya.*” Untuk memperoleh data yang lebih jelas, peneliti
akan mengumpulkan dokumen-dokumen, yang berhubungan dengan peran
lembaga sosial yaitu dengan cara mengambil gambar dengan camera dan alat
rekam sebagai alat untuk wawancara. Metode dokumentasi ini adalah untuk
bahan tambahan dan pelengkap dalam penelitian serta pembuktian akan keaslian

penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan diskriptif kualitatif, teknik ini berguna untuk
menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Unit PPA dalam menangani kasus
pelecehan seksual terhadap anak.

Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
setelah data dicatat dan dikumpulkan, kemudian peneliti mulai menganalisis
data tersebut atau melakukan penyederhanaan terhadap data yang diseleksi
dengan cara mengolah atau menarik kesimpulan yang terkait dengan peran
polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit
PPA Polres Aceh Jaya.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian diuraikan pada bab
hasil penelitian, hasil pengolahan dan analisis data tersebut yang selanjutnya di

interpretasikan.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), him. 188.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini penulis
menentukan pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam 4 bab
yang saling terkait satu sama lainnya secara logis dan sistematis. Kepada empat
bab sebagai berikut :

Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan,
penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua penulis membahas mengenai polisi wanita, tindak pidana
pelecehan seksual terhadap anak dan juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Qanun Jinayat yang mana di dalamnya dijelaskan tentang polisi wanita
dan peranannya, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, faktor-faktor
terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, kemudian korban tindak pidana
pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan
tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014.

Bab tiga berisikan hasil penelitian terkait Peran polisi wanita dalam
menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh
Jaya yang penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif, yakni terdiri dari Profil Unit
PPA Polres Aceh Jaya, pedomanan polisi wanita dalam menangani kasus
pelecehan terhadap anak, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Jaya,
penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres
Aceh Jaya, peranan polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan terhadap
anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Terakhir pada bab empat merupakan penutup yang mencakup semua
rangkaian penulisan yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran

yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB DUA
POLISI WANITA, TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN QANUN ACEH NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ACEH

A. Polisi Wanita dan Peranannya

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Polisi berarti badan pemerintah yang
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang
melanggar undang-undang dan sebagainya).*® Polisi wanita atau Polwan adalah
bagian dari Korps Kepolisian RI, di mana memiliki tugas yang diatur secara
yuridis dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI No.
20 Tahun 1982.% Dengan begitu polisi wanita dapat dimaknai sebagai anggota
kepolisian perempuan yang berada di badan pemerintahan yang bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban bagi pelanggar undang-undang.

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat.** Selain itu menurut sejarah peran berarti karakter yang
disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.*

Menurut konotasi dalam ilmu sosial peran diartikan sebagai fungsi yang
dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur
sosial.*? Dengan begitu, peran yang dimaksud ialah peran menurut ilmu sosial di
mana fungsi dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

Dalam memahami teori peran Biddle dan Thomas merumuskan tugas

pokok yang harus diprioritaskan yaitu ranah yang luas dari fenomena peran

% Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima,..., 2016

®Revi Handayani, Polis Wanita (POLWAN) Di Sumatra Barat (1948-2013) Studi
Historis Komparatif , (Menara limu, Vol. XIII, No. 6, 2019) him. 173

“OTim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima, (kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

jiEdi Suhardono, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi, ..., him. 3

Ibid
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tersebut yang harus dianalisis secara rinci dan dijelaskan secara jelas, kemudian
pengartikulasian pembagian dalam kata teori peran yang tepat dan tidak ambigu,
dan juga pengetahuan teoritis dan empiris yang diperoleh dari lapangan yang
akan dinilai kembali.** Dari hal tersebut kemudian teori peran menggolongkan
konsep dari fenomena peran.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji terkait konsep dari pelaku beserta
perilaku peran yaitu polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual
terhadap anak. Dimana dalam hal ini polisi wanita memiliki konsep posisi yaitu
suatu kategori yang kolektif tentang orang-orang yang menjadi dasar bagi orang
lain dalam memberikan sebutan, perilaku, atau reaksi umum terhadapnya.*

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai
penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban
dari tindak kejahatan.* Dalam unit PPA peran utama dipegang oleh polisi
wanita dimana dalam menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan
dan anak dibutuhkan rasa sensif dan responsive yang berbasis gender.

Menangani kasus kekerasan pada anak dibutuhkan keahlian secara
khusus, sehingga anak menjadi terbuka dan memberikan informasi. Polisi
wanita dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki
tanggung jawab yang besar terhadap anak. Dengan begitu dalam proses
penanganan kasus anak tentu saja dibutuhkannya peran polisi wanita dalam
meberikan rasa percaya dan aman terhadap korban tindak kejahatan tersebut.

Dalam Qanun Acara Jinayat Aceh, peran polisi wanita tidak disebutkan
secara jelas. Padahal dalam proses peyidikan terkhusus pelecehan seksual

terhadap anak, polisi wanita memiliki peran yang sangat penting dimana

“Edi Suhardono, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi, ...,him. 8

“Ibid., him. 15

*® peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Unit PPA)



pendekatan yang dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses

penyidikan.

B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual
1. Pengertian pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam
kejahatan kesusilaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelecehan seksual
memiliki arti pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku
seksual.* Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma-norma yang
berada dalam bermasyarakat mendefenisikan bahwa pelecehan seksual suatu
tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilahan hingga dapat dianggap
suatu tindakan yang jahat.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah
segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan keji
yang berkaitan dengan nafsu, bisa berupa meraba, mencium atau menyentuh
daerah yang terlarang ditubuh.* Sehingga tindakan cabul atau perbuatan yang
melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu dapat dikategorikan kepada
suatu tindakan pelecehan seksual.

Menurut Qanun Jinayah Aceh Pasal 1 Ayat (27), pelecehan seksual
adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang
di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki ataupun
perempuan tampa kerelaan korban.*® Pelecehan seksual terhadap anak yang
penulis maksud adalah suatu tindakan berupa perlakuan prakontra seksual yang
terjadi antara anak dan orang yang lebih dewasa baik berupa kata, sentuhan,

gambar, ataupun perlakuan kontra seksual secara langsung.

**Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima,...,2016

“Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual
Terhadap Anak, (Medpres Digital, Yogyakarta, 2015), him. 1

“8 Provinsi Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran
Aceh tahun 2014 Nomor 7



2. Tindak pidana pelecehan seksual

Tindakan pelecehan seksual merupakan suatu konsentrasi penting yang
harus ditangani dengan serius oleh semua orang. pelecehan seksual dapat
dialami oleh siapa saja baik itu perempuan atau lelaki, anak-anak ataupun orang
dewasa, pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja seperti di jalanan,
tempat umum, bahkan rumah sendiri.

Bentuk dari prilaku menyimpang adalah perbuatan pencabulan, yang
merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau
tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang
keji.*® Perbuatan cabul tersebut merupakan salah suatu tindakan dari pelecehan
seksual.

Tindak Pidana Pelecehan seksual diartikan sebagai tindak pidana
kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap
kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang berada dalam masyarakan
dan membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau
kesempurnaan hidup. Tindakan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan
manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya
dan kejahatan lainnya.® Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit
yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat
yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan terkait
tindak pidana pelecehan seksual akan tetapi tidak ada hukuman jelas tentang
tindak pidan tersebut akan tetapi hukuman yang ditujukan untuk perbuatan
cabul. Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
didefenisikan sebagai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 294.

Pasal 289 mengatur tentang sanksi terhadap tindakan pelecehan atau
cabul yang berbunyi Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

“Ario Ponco Wiguna, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak
Pidana Kesusilaan, Jurnal 1lmu Hukum Legal Opinion, (No.1, Vol. 1, Tahun 2013) him. 3
*Ibid., him. 6



memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, diancam melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,
diancam pidana paling lama Sembilan tahun penjara.”* Perbuatan cabul juga
diatur dalam Pasal 292, Pasal 295, Pasal 298 mengatur tentang ketentuan-

ketentuan dari tindak pidana pelecehan seksual.

3. Anak sebagai Korban

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus
dijaga, karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.>> Menurut WHO anak adalah
seseorang berada dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Pada dasarnya seseorang dikatakan sebagail anak yaitu ia yang masih
kecil dan belum dewasa baik dari fisiknya ataupun mental. Sehingga anak
tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya.
Pengertian anak dan batas usia seorang anak dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia masih berbeda-beda antara satu dengan yang lain,
sehingga menimbulkan bias anatara aturan satu dengan aturan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa anak adalah
yang masih dibawah umur yaitu anak yang belum dewasa, dimana mereka
belum mencapai usia 21 tahun dalm belum pernah berkawin.>® Sedangkan dalam
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak merupakan seseorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.>* Pengertian
anak tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian anak dalam Qanun Jinayat

Aceh yangmenjelaskan bahwa anak adalah seseorang belum mencapai usia 18

5'Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia, Lembar Negara tahun 1946

Anggara Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak,
(Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014) hal. 5

>*Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 332, Lembar Negara tahun 1946

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tantang Perlindungan
Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297



tahun dan belum menikah.>®> Apabila seseorang telah menikah dan belum
mencapai usia 18 tahun maka ia tidak lagi dianggap seorang anak.

Pengertian anak yang termuat dalam undang-undang dan aturan lainnya
tidak memiliki perbedaan yang jauh akan tetapi dalam pada proses peradilan
haruslah ditatapkan pendefenisian yang tepat sehingga tidak ada bias dalam
menetapkan perkara pada proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan
anak sebagai saksi tindak pidana. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai batas
usia anak vyaitu antara 12-18 tahun.®® Dalam undang-undang tersebut telah
memberikan arti anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang terlibat
dalam suatu peristiwa hukum baik berkonflik, saksi ataupun korban.

Dapat dipahami bahwa pemberian defenisi anak berbeda-beda dalam
setiap aturan, sehingga dalam memberikan pengertian terhadap anak haruslah
melihat situasi yang berkaitan dengan anak tersebut dan juga pendefenisian yang
diberikan juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
pidana.

Dalam hal anak sebagai korban dapat dipahami bahwa situasi yang
terjadi pada anak tersebut adalah sedang berhadapan dengan suatu peristiwa
pidana dimana anak tersebut mengalami kerugian atas peristiwa pidana tersebut
baik secara fisik, mental atau ekonomi. Dengan demikian pemberian arti anak
sebagai korban pelecehan seksual adalah seorang anak yang mengalami
penderiataan baik secara fisik ataupun mental yang diakibatkan oleh tindakan

seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.

>Provinsi Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh ,
Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7

*®Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Pasal 20, Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153



C. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Anak dan perempuan mempunyai situasi dan kondisi yang rentan untuk
menjadi korban suatu tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan kelemahan
fisik dan mental pihak korban.®” Sejalan dengan pendapat Von Hentig bahwa
orang usia muda (anak) mudah menjadi target kejahatan lemah secara fisik dan
belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya sehingga seringkali
membuat mereka tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang
salah, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seringkali anak melakukan
suatu perbuatan tanpa memikirkan akibatnya, sehingga tanpa sadar menjadi
korban (Denisya Budiastuti, 2011: 3).%®

Berdasarkan teori interaksi dan berperspektif interaktif yang diusung
Arif Gosita, maka dalam menelaah permasalahan kejahatan harus ditinjau secara
makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan
saling mempengaruhi (relationship criminology) karena semua fenomena yang
ada dan relevan potensial menjadi faktor kriminogen. Jadi yang terlibat dalam
terjadinya suatu kejahatan antara lain ;>
1) Pihak-pihak pelaku dan korban kejahatan;
2) Legislator yang merumuskan, menentukan jenis perbuatan yang dianggap

sebagai suatu kejahatan;
3) Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan;
4) Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan
terjadinya kejahatan;

5) Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan;

6) Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;

S Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan. (Jakarta: Universitas
Trisakti. 2009), him. 145

%8Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa, Analisis Peranan Korban Dalam
Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg,) Recidive Volume 3 No. 1
Januari- April 2014, him. 62

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan, ...,him. 138-139



7) Pengamat atau penyaksi yang menyaksikan terjadinya kejahatan berperan
dalam terjadinya atau tidaknya suatu kejahatan dengan mencegah atau
membiarkan kejahatan berlangsung.

Menurut Carrol untuk melihat peran, karakteristik pelaku dan korban
kejahatan mengajukan rumus berdasarkan pendekatan rasional-analitis.
Menurutnya kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (subjektive utility), p(S)
(probability of success), G (gain), p(F) (Probability of fail), dan L(loss).

[SU=(p()xG)~(p(F)x L)

Subjektive utility adalah pertimbangan akan beberapa hal yang
dilakukan seseorang sebelum melakukan kejahatan. Pertimbangan tersebut
meliputi beberapa faktor, yaitu: Faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan
berhasilnya rencana kejahatan; Faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan
(materi dan kepuasan) yang akan diperoleh; Faktor p(F), yaitu seberapa besar
kemungkinan gagalnya rencana kejahatan; dan Faktor L, yaitu seberapa besar
kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan
tertangkap. Rumusan diatas, apabila dianalisis dari sudut pandang korban, maka
faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada korban yang juga berarti
bahwa berhasil atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri
ataupun tipologi calon korban. Sedangkan faktor G merupakan stimulus atau
menjurus pada daya rangsang dari si korban sehingga pelaku kejahatan secara
dini telah dapat memperkirakan besarnya keutungan yang akan diperoleh.®

Faktor-faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya suatu tindak
pelecehan seksual yang dapat dipahami dari hal diatas yaitu adanya suatu sifat

yang ada pada diri korban yang mudah dikuasai oleh sipelaku, kemudian

®Rena Yulia. Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan).
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, him. 82



stimulus yang ditimbulkan oleh korban baik disadari atau tidak, dan juga faktor
yang bisa saja menjadi penyebab suatu tindak pelecehan seksual yaitu

lingkungan yang mendukung perbuatan tersebut.

D. Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun
2014

Perlindungan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap
orang. Secara terminologi perlindungan hukum merupakan gabungan kata dari
perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan
perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang memperlindungi, sedangkan
Hukum merupakan aturan yang mengikat secara resmi dikukuhkan oleh
pemerintah®.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum
merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi atau
memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan
perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi anak
dan memberikan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat martabat manusia pada
umumnya juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.®?
Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari perlindungan anak yang termuat
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan suatu hal yang
begitu penting. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling
dirugikan dalam suatu tindak pidana seringkali kurang memperoleh
perlindungan hukum. Aparat penegak hukum dalam menanganan kasus pidana

dihadapkan pada dua kewajiban untuk melindungi kepentingan, yaitu korban

®1Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Ke-Lima, (kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

%2Republik Indonnesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 1 Ayat (2), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297



yang harus dilindungi dan juga memulihkan penderitaan yang telah terjadi baik
secara fisik, mental, maupun materi, dan juga kepentingan tesangka yang tetap
memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.®®

Perlindungan terhadap korban kejahatan pada dasarnya dapat dilakukan
dengan berbagai cara, tergantung pada kondisi atau penderitaan yang dialami
oleh korban. Dalam berbagai kasus kejahatan yang terjadi, ada beberapa bentuk
perlinungan bagi korban yang sering diberikan, antara lain:®*

1. Pemberian restitusi atau kompensasi

2. Konseling
3. Pelayanan atau bantuan medis
4. Bantuan hukum
5

Pemberian informasi

Perlindungan hukum bagi anak telah diatur dalam berbagai aturan
perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab hingga penyelenggaran
perlindungan dan peran masyarakat.®® Undang-Undang tersebut kemudian
berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. Dalam
perubahan undang-undang tersebut menegaskan terkait sanksi pidana dan denda
terhadap pelaku kejahatan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan peran
dan tanggung jawab negara terkait penyelenggara perlindungan bagi anak,
dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa
pencegahan dan penanggulangn suatu tindak kekerasan seksual. Pemerintah

®Didik M. Arif Mansur, Elisatis Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2017) him. 24

*Ibid., hlm. 166

®*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara tahun
2002 Nomor 109



yang baik berkewajiban untuk memberikan perlindunan bagi setiap
masyarakatnya.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan
bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan
dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum
dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294,
Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak
terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku, bukanlah pertanggu